5.1

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian ini,
bahwa Peraturan Perundang - Undangan sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan
mengenai anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan sebagai bagian
dari anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dari wanita dengan gangguan jiwa
korban pemerkosaan tidak dapat dikategorikan secara jelas masalah hukum yang
dihadapinya melihat latar belakang kasus yang berbeda - beda dan yang tidak menutup
perlakuan tak terduga dari sang ibu dan dapat berujung kepada tindakan penelantaran hak
anak namun tidak diatur juga secara eksplisit mengenai batasan kondisi khusus anak
maupun batasan kesehatan mental ibu dalam pengurusan anak sehingga dilakukan

penelitian terhadap topik kasus ini.

Negara ialah pengemban kewajiban dalam menjamin keamanan anak Indonesia
sesuai Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 melalui adanya pengakuan
mengenai hak asasi dan perlindungan oleh hukum, yang mana dalam mencapai tujuan ini
Negara memberikan wewenang kepada Daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi
daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012, dan Keputusan Walikota Bandung Nomor
Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung
Periode Tahun 2015-2020 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan
pemenuhan hak anak Daerah, ketiga Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang
secara eksplisit khusus mengatur tentang anak di Kota Bandung namun belum diikuti
dengan peraturan pelaksana yang mengatur. Teknis dalam pengayoman perlindungan
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hukum dan pemenuhan hak bagi anak ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah

yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki korelasi yang
erat dengan kasus anak, namun dinas ini hanya menangani kasus anak yang mengalami
kekerasan berdasarkan adanya aduan oleh korban atau keluarganya, yang dalam hal ini
tidak dapat diterapkan dalam kasus anak korban pemerkosaan wanita gangguan jiwa
sehingga terkadang dalam pelaksanaannya kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak tumpang tindih dengan Dinas Sosial yang memiliki Seksi
Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Seksi Anak dan berdasar pada upaya respon tanpa
memerlukan adanya aduan dari korban, hal ini dapat diakibatkan karena pelaksanaan
Peraturan yang masih samar sehingga dapat menghambat proses urgensi perlindungan dan
pemenuhan hak anak dari wanita dengan gangguan jiwa korban pemerkosaan . Ditambah
dengan demisionernya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung yang
mengakibatkan nihilnya Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pengawasan penegakan
perlindungan anak Daerah.

Dinas Sosial sejauh ini telah menangani beberapa kasus anak dari wanita dengan
gangguan jiwa korban pemerkosaan walaupun belum ada Peraturan Pelaksana yang
mengatur mengenai teknis pelaksanaan Dinas Sosial dalam menangani kasus anak dengan
kondisi darurat dan hanya mengandalkan Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial dan
Peraturan Perundang - Undangan yang telah ada sebelumnya dimana anak tersebut menjadi
kewenangan Dinas Sosial untuk memberikan pengasuhan alternatif hanya berdasarkan
rekam medis ibunya apabila terbukti ibunya gangguan jiwa dalam upaya penanganan kasus
ini, Dinas Sosial utamanya bersandar pada asas kepentingan terbaik bagi anak, walaupun
dalam hal ini mengharuskan memisahkan anak dengan ibunya yang tidak memungkinkan
untuk merawat akibat dari kondisi mentalnya dan menutup kemungkinan kekerasan

maupun penelantaran yang dapat terjadi sehingga mengurangi hak dari anak tersebut.
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5.2

Berdasarkan penjelasan diatas, Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung belum
sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang diakibatkan oleh
Peraturan Daerah yang kurang memadai nilai kepastian hukum.

Saran

Dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengandalkan hasil pemeriksaan
rumah sakit mengenai kesehatan mental ibu untuk menentukan langkah penanganan
terhadap anak, yang mana prosedur ini belum diatur dalam Peraturan Perundang -
Undangan yang ada sehingga belum ada aturan yang mengatur mengenai batas kecakapan
mental ibu dalam hal pengurusan anaknya sehingga diperlukan adanya pengkajian dan
perubahan Undang - Undang sehingga mencakup pengaturan mengenai kejelasan batasan
yang dapat memberikan kepastian hukum pada anak, tidak terbatas pada rekam medis ibu
yang dilakukan oleh Rumah Sakit. Akibat hukum tidak adanya pengaturan pembatasan ini
yakni merugikan baik anak maupun ibu apabila ternyata ibu tersebut digolongkan sebagai
Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang masih memiliki peluang dan kesadaran untuk
merawat anaknya dan seharusnya dibedakan dengan Orang Dengan Gangguan jiwa.
Diperlukan juga adanya aturan yang jelas mengenai tata kelola sistem pemerintahan yang
baik dan terkoordinasi sehingga menutup kemungkinan adanya kewenangan antar
perangkat daerah yang tumpang tindih antar lembaga karena dengan birokrasi yang tidak
jelas dan memerlukan waktu lebih untuk penanganannya dapat merugikan anak untuk
mencapai haknya dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang
baik sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 dan Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik. Serta dikembalikan adanya Komisi Perlindungan Anak
Indonesia Daerah di Kota Bandung sebagai komisi yang mengawasi pelaksanaan
perlindungan anak di Daerah untuk menutup celah tidak terpenuhinya secara optimal

perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak di Kota Bandung
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